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PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan
yang menjadi pegangan, menggunakan trasliterasi dengan
mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Univesitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku
panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2016. Transliterasi ini
dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi,
sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk
asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan
kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan
Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini
sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan
sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. 'Konsonan

Huruf Nama | Huruf Latin Nama
Arab
| Alif - Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ TH Te dan Ha
z Jim J Je
< Ha’ H Ha (dengan titik di
bawahnya)
z Ka’ Kh Ka dan Ha
2 Dal D De
3 Zal DH De dan Ha
B Ra’ R Er
) Zai Z Zet
o Sin S Es
B Syin SH Es dan Ha
o= Sad S Es (dengan titik di
bawahnya)
o= Dad D D (dengan titik di
bawahnya)
b Ta’ T Te (dengan titik di




bawahnya)
L Za z Zed (dengan titik di
bawahnya)
' ‘Ain ‘- Koma terbalik
diatasnya
d Gain GH Ge dan Ha
s Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
< Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
o Nun N En
) Wawu W We
of8 Ha’ H Ha
. Hamz - Apostrof
ah
< Ya’ Y Ye
2. Konsonan yang dilambangkan dengan Wdan Y.
Wad’ &=
‘iwad Uase
Dalw s
Yad e
hiyal ds
taht b
3. Mad
Ula sl
surah 5 )
Dhi 3
Iman Ol
F1 o
Kitab Qs
sihab s
Juman Olex

4.

Diftong dilamba

Awj |

zs |
vi

ngkan dengan awdanay. Contoh:




Nawm ey
Law S
aysar ol
Shaykh o
‘aynay o

5. Alif () dan waw ( )
ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang
bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa’alt | ¢lad
Ula’ika Sy 4
Ugiyah 8

6. Penulisan alif magsirah (&)
yang diawali dengan baris fathah( ") ditulis dengan lambang &.
Contoh:

hatta P -
madé (e
Kubra GOS
Mustafa sihas

7. Penulisan alif magsirah ( &)
yang diawali dengan baris kasrah ( .) ditulis dengan lambang
7, bukan 7y . Contoh:

Radi =0
al- Cpall
Din

al- (5 paal)
MisrT

8. Penulisan & ( ta marbiitah)
bentuk penulisan & (ta marbatah) terdapat dalam tiga bentuk,
yaitu: Apabila 3 (ta marbttah) terdapat dalam satu kata,
dilambangkan dengan » (ha”). Contoh:
| salah | Sla |
Apabila & (ta marbatah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang
disifati (sifat mawsf), dilambangkan » (ha’). Contoh:
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10.

11.

al-Risalah al- dagdl
bahtyah

Al

Apabila 3 (ta marbatah) ditulis sebagai mudaf dan mudaf ilayh,
maka mudaf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizarat al- 5 s
Tarbiyah |

Penulisan « (hamzah)
Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:
Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan
“a”. Contoh:
Asad | aul |

€€ % ”»

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan
Contoh:
| mas’alah | e |

Penulisan ¢ (hamzah) wasal dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Rihlat Ibn ol dls
Jubayr o
al-istidrak &l )xiny)
kutub S
igtanat’ha L)

Penulisan shaddah atau tashdidterhadapkonsonan waw ( )
dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi
konsonan ya’ ( ) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).
Contoh:

Quwwah 35
‘aduww 3
shawwal Jad
Jaw »
al- 4 padll
Misriyyah

Ayyam Uil
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Qusayy [
al- AN

kashshaf

12. Penulisan alif 1am ( J)
Penulisan J! dilambangkan dengan “al” baik pada J
shamsiyyah maupun J' gamariyyah. Contoh:

al-kitab al-thani RN
al- ittihad alasy)
al-asl A
al-athar S
Abii al-Wafa cla gl gl
Maktabah al-Nahdah al Aagill A0
Misriyyah 4 yadll
bi al-tamam wa al-kamal JLasll 5 alally
Abu al-Layth al- @8 paud) Clll g
Samarqandi

Kecuali: Ketika huruf J berjumpa dengan huruf J di depannya,
tanpa huruf alif ('), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil- sl
Sharbayni
13. Penggunaan “ * ” untuk membedakan antara 2 (dal) dan < (ta)

yang beriringan dengan huruf o (ha) dengan huruf 2 (dh) dan&
(th). Contoh:
Ad’ham anal
Akramatha Leia S

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah 4
Billah AL
Lillah 4
Bismillah A s
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ABSTRAK

Judul Tesis . Penetapan Hak Istri Lebih Besar Dalam
Pembagian Harta Bersama (Tinjauan Yuridis
Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah No.
586/PDT.G/2024/MS.Lsk)

Nama/NIM : Tubagus Sukron Tamimi /211010008
Pembimbing | : Dr. Muliadi, M.Ag

Pembimbing Il : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Kata Kunci : Hak isteri, harta bersama, mahkamah syar’iyah

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan
Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk
terkait penetapan hak isteri atas harta bersama. Dalam perkara
tersebut, Penggugat menuntut pembagian setengah atas harta yang
diperoleh selama perkawinan, sedangkan Tergugat mengklaim
bahwa sebagian besar harta diperoleh melalui usahanya sendiri,
sehingga menuntut pembagian yang tidak seimbang. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif
dan yuridis empiris dengan teknik analisis kualitatif. Data diperoleh
dari dokumen putusan pengadilan, studi literatur. Fokus penelitian
diarahkan pada pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan
porsi pembagian harta bersama dan landasan hukum yang
digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Mahkamah
Syar’iyah Lhoksukon menerapkan prinsip keadilan substantif
dalam membagi harta bersama, dengan menetapkan pembagian
70% bagian untuk Tergugat dan 30% bagian untuk Penggugat.
Putusan tersebut didasarkan pada bukti kontribusi masing-masing
pihak dalam memperoleh harta selama perkawinan, bukan hanya
pada asas pembagian setengah sebagaimana diatur dalam Pasal 97
Kompilasi  Hukum  Islam.  Selain  itu, hakim juga
mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan putusan dengan
kemungkinan pelelangan harta jika kedua belah pihak tidak
melaksanakan isi putusan secara sukarela. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa pendekatan hukum yang digunakan hakim
dalam perkara ini mencerminkan upaya harmonisasi antara nilai-
nilai keadilan dalam hukum Islam dan praktik peradilan modern,
serta memberikan preseden penting dalam penyelesaian sengketa
harta bersama di lingkungan Mahkamah Syar’iyah.
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ABSTRAC

Thesis Title . The Determination Of Greater Wife’s
Share In Marital Property Division (A
Juridical Review of the Decision of
Mahkamah Syar’iyah No.
586/Pdt.G/2024/MS.Lsk)

Name/Student ID  : Tubagus Sukron Tamimi /211010008

Supervisor | . Dr. Muliadi, M.Ag
Supervisor Il . Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Keywords ;- Wife's Rights, Joint Property, Sharia Court

This research aims to analyze the legal considerations of the judges
in Decision Number 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk issued by the
Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon regarding the division of marital
property after divorce. In this case, the plaintiff demanded a 50:50
division of assets acquired during the marriage, while the defendant
argued that most of the assets were obtained through her own
efforts and thus requested a disproportionate share. This study
employed a normative and empirical juridical approach using
qualitative analysis techniques. The data were obtained from court
documents, literature studies, and interviews when necessary. The
research focused on examining the judge’s legal reasoning in
determining the share of marital property and the legal basis
applied. The findings indicate that the judge adopted a substantive
justice approach by assigning 70% of the property to the defendant
and 30% to the plaintiff. This decision was based on the proven
contributions of each party during the marriage, rather than a
formal equal division as stated in Article 97 of the Compilation of
Islamic Law. The judge also considers the effectiveness of the
implementation of the decision with the possibility of auctioning
the property if both parties do not implement the contents of the
decision voluntarily. This study concludes that the legal approach
taken by the Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon in this case reflects
an effort to harmonize Islamic legal principles of justice with
modern judicial practices, offering a significant precedent in the
resolution of post-divorce property disputes within the Sharia court
system.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Suami dan istri memiliki porsi yang seimbang sesuai
dengan tugas dan peran mereka masing-masing. Suami
diberikan tempat yang wajar dalam Undang-Undang
Perkawinan. Demikian juga, peran istri tidak dikurangi,
sehingga ia juga memiliki hak untuk mengurus rumah tangga.
Dalam hubungan perkawinan, harta sangat penting karena harta
mutlak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia,
dan harta juga memungkinkan orang untuk makan dan memberi
makan anak dan istri mereka. Jika keadaan rumah tangga
berubah, ada kemungkinan timbulnya perselisihan yang
signifikan, yang bahkan dapat menyebabkan perceraian yang
kemudian memunculkan sengketa tentang pembagian harta
bersma.

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Perubahan
atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
harta benda yang dimiliki oleh pasangan selama perkawinan
dianggap sebagai harta bersama. Jika pasangan itu bercerai,
harta benda tersebut dianggap sebagai warisan di bawah
penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak



menetapkan cara lain.! Selanjutnya, Pasal 119 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatakan bahwa harta
bersama adalah harta yang dimiliki oleh pasangan selama masa
perkawinan mereka. Dengan kata lain, sejak pasangan menikah
secara sah, kesatuan atau percampuran harta benda pasangan
tersebut secara hukum berlaku, sepanjang tidak ditentukan lain.
Apabila perkawinan dilakukan, harta yang dimiliki oleh
pasangan selama pernikahan atau harta yang mereka peroleh
selama pernikahan disebut harta bersama.

Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menetapkan syarat
khusus untuk harta bersama. Salah satu ayat Al-Quran yang
dibahas oleh para ulama dan cendikiawan muslim tentang
hubungannya dengan harta bersama adalah surat An-Nisa ayat
32:

Ll ) 5] Lah Gl JAJU* (i o aany 4y ) Jlab s )3 ¥ g
BAE 0 K 8 A ()P ALab (e Al ) ol T B i Caad

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang
dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih
banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi
orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada
bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan
mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

! Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata
Wewenang Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), him.
72.
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Sesungguzhnya Allah Maha mengetahui segala

sesuatu”.

Maksud dari ayat di atas bersifat umum, dan tidak
ditujukan kepada suami atau istri saja, melainkan semua laki-
laki dan perempuan. Jika seseorang berusaha dalam
kehidupannya sehari-hari maka hasil usahanya itu merupakan
harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-
masing.®

Para ahli hukum Islam dari berbagai mazhab tidak
pernah membahas topik harta bersama dalam perkawinan. Saat
diwawancarai selama proses penyusunan Kompilasi Hukum
Islam, para ulama Indonesia mengakui hal ini. Namun, secara
teknis, suami dan istri yang memiliki harta bersama-sama dapat
dipersamakan dengan jenis kerjasama yang disebut syirkah,
yang telah dibahas oleh para ahli hukum Islam secara luas.* Di
Indonesia konsep harta bersama awalnya berasal dari adat
istiadat yang kemudian didukung oleh hukum nasional.

Juridis formal tidak dapat dipisahkan dengan Kompilasi
Hukum Islam (KHI), yang merupakan hasil ijtihad yang
mengandung pedoman syariat Islam yang sesuai dengan
ketentuan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di

Indonesia. Mengenai pengaturan harta bersama secara yuridis

2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung:
Sygma Publishing, 2011), him. 83.

3 Mesraini, Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di
Pengadilan Agama”, Jurnal Ahkam, Vol. XII No.1, Januari, 2012, hlm. 62.

* Abdul Basith Junaidy, Harta Bersama dalam Hukum Islam di
Indonesia, Jurnal Al-Qanun, Vol. 17, No. 2, 2014, him. 349.
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formal, selalu terhubung dengan Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Hal ini seperti yang dijelaskan Mukhcit bahwa negara
memiliki hukum yang inklusif, orang Islam dapat mengikuti
ajaran Islam tanpa halangan dan bahkan dapat membuat fikih
mereka sendiri, yang khas Indonesia.”

Bagi rumah tangga yang harmonis pada dasarnya tidak
ada persoalan berkaitan dengan penguasaan harta. Namun, jika
perselisihan _antara pasangan berakhir dengan perceraian, ini
akan menyebabkan berbagai masalah terkait harta yang mereka
peroleh selama perkawinan. Oleh karena itu, jika perceraian
terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan
dan membagi harta yang mereka peroleh selama perkawinan.®

R. Subekti menyatakan bahwa harta bersama terdiri dari
semua kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Namun,
tidak perlu menunjukkan berapa banyak saham yang dimiliki
masing-masing dari harta yang diperoleh selama perkawinan,
karena semua harta yang diperolen merujuk pada konsep harta
bersama dalam hukum perkawinan, khususnya pembagiannya
ketika terjadi perceraian.’

Tidak semua harta yang dimiliki oleh salah satu dari
suami atau istri dikatagorikan sebagai harta bersama, karena istri

atau suami memiliki harta bawaan. Harta bawaan adalah harta

® Mukhcit A. Karim, Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer di
Indonesia, (Jakarta: Puslimbang, 2012), him. 176.
® Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2004), him. 101.
" R. Subekti, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung, (Bandung: PT Alumni, 2013), him. 58.
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yang dimiliki pasangan sebelum pernikahan. Hadiah dan
warisan tidak termasuk dalam kategori harta bersama, jadi harta-
harta ini tidak dapat dibagi saat perceraian.® Menurut Hilman
Hadikusuma, harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh
masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan. Harta
ini dapat berasal dari hasil jerih payahnya sendiri atau dapat
berasal dari hadiah atau warisan yang diterima masing-masing
suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan,
harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing,
jika tidak ditentukan lain.’

Pola pembagian harta bersama yang telah ditentukan
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Pasal 97
adalah "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas
separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain
dalam perjanjian perkawinan.” Oleh karena itu, harta yang
diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami
maupun istri, diakui sebagai milik bersama. Ketika terjadi
perceraian, masing-masing pihak pada dasarnya berhak atas
separuh dari harta tersebut.

Pembagian harta bersama secara tidak adil akan
melahirkan problematika bagi sebagian keluarga. Problem harta
bersama sering muncul antara lain disebabkan kurangnya

pemahaman tentang apa saja yang masuk ke dalam harta

® Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 127.

% Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung : Mandar Maju, 2007), him. 114.
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bersama dan karena masing-masing mengklaim bahwa harta
tersebut merupakan bagian dari hak-haknya. Problem dalam
pembagian harta bersama antara suami istri adalah terjadinya
penguasaan terhadap harta bersama oleh salah satu pihak baik
isteri ataupun suami, sehingga tidak dilakukan pembagian.°

Perkara No. 586/PDT.G/2024/MS.Lsk merupakan salah
satu contoh kasus gugatan harta bersama. Perkara tersebut
diajukan oleh mantan suami (Penggugat) yang merasa memiliki
hak untuk mendapatkan setengah dari seluruh harta yang
diperoleh selama masa perkawinannya dengan Tergugat. Setelah
semua tahapan persidangan dilaksanakan, Majelis Hakim
kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya
menetapkan bagian istri lebih besar daripada suami dimana hal
tersebut bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang disebutkan
Pasal 97 di atas.

Hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama
perkara tersebut nampaknya didasarkan pada prinsip-prinsip
keadilan sesuai tujuan syariat islam (magasid al-syari‘ah)
dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pihak, baik
secara materiil maupun non-materiil selama masa perkawinan.
Hakim menilai Tergugat (istri) selama berlangsungnya
perkawinan dianggap lebih dominan dalam perolehan harta

10 Zaiyad Zubaidi, Problematika Pembagian Harta Bersama di
Samalnga, Bireuen, Jurnal Al-ljtimaiyah, Vol. 5, No. 2, 2019, him. 73.
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bersama karena memiliki penghasilan tetap lebih lama,
membiayai kebutuhan rumah tangga, dan bahkan membiayai
pendidikan suami;

Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut,
penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam atas
penetapan dan pertimbangan hakim yang memberikan bagian
isteri lebih besar dibandingkan suami, yang keputusan ini
bertolak belakang dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam
(KHI). ‘Maka atas dasar tersebut penulis mengangkat
permasalahan tersebut dengan judul “Penetapan Hak Istri Lebih
Besar dalam Pembagian Harta Bersama (Tinjauan Yuridis
terhadap Putusan Mahkamah Syar iyah No.
586/PDT.G/2024/MS.Lsk)”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar
masalah dapat terjawab dengan akurat, maka masalah yang akan
diteliti perlu dirumuskan secara spesifik. Untuk itu penulis perlu
membuat rumusan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan.
Diantara rumusan masalah tersebut adalah:
1. Bagaimana penetapan pembagian harta bersama dalam
konsepsi fikih?
2. Bagaimana penetapan pembagian harta bersama dalam

ketentuan perundang-undangan di Indonesia?



